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PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ars
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan

penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 25 Maret 1977, pendidikan SLTA,
agama Islam, pekerjaan Security PT. Rajawali, tempat
tinggal di ---, Kabupaten Keerom, email: --- sebagai
Pemohon |;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Malang, 15 Januari 1981, pendidikan
SMP, agama lIslam, pekerjaan |Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, email: ---
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon lI;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon

suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal

06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor

1/Pdt.P/2022/PA.Ars, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon | dan Pemohon Il bernama Anak, tempat dan tanggal lahir, Arso,

05 Desember 2003 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak
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ada, alamat ---, Kabupaten Keerom, dengan calon suaminya bernama Calon
suami Anak, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 21 Maret 1999 (umur 22
tahun), agama Islam, pekerjaan Resepsionis Hotel Grand Arso Il, alamat ---,
Kabupaten Keerom, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten
Keerom;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon | dan
Pemohon Il belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso dengan Surat
Nomor : ---, tanggal 20 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suami anak
Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon |l berstatus gadis, telah akil balig dan
siap serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, demikian
juga dengan calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il, berstatus
jejaka, telah akil baliq dan siap serta sudah siap menjadi kepala keluarga;

6. Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon | dan
Pemohon Il bernama Anak,untuk menikah dengan calon suaminya bernama
Calon suami Anak;

3. Menetapkan biaya perkara’ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon
Il datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon | dan Pemohon I,
ternyata identitas Pemohon | dan Pemohon Il sesuai dengan yang tertera
dalam surat permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon | dan Pemohon |l agar
menunda niatnya untuk menikahkan anaknya hingga mencapai batas usia
menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan vyaitu 19
(sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan dibawah umur antara
lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan
dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan bagi anak, kesiapan organ
reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon | dan
Pemohon Il tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin anak
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon | dan Pemohon II
tentang sistem beracara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jis. Surat Edaraan Direktur
Jenderal Badan  Peradilan Agama  Mahkamah  Agung  Nomor
056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon lI;

Bahwa, Pemohon | bernama Pemohon | dan Pemohon Il bernama
Pemohon Il sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi

kawin (Anak), di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud mengajukan Dispensasi
Kawin atas anak Pemohon | dan Pemohon Il yang bernama Anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak Pemohon | dan
Pemohon Il dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il telah lulus SMA pada tahun 2021
dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il saat ini berumur 18 (delapan belas)
tahun 1 (satu) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua)
tahun;

- Bahwa alasannya karena anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon
suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya
sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa tidak ada paksaan mereka menikah, mereka hendak menikah karena
keinginan mereka sendiri dan rasa saling mencintai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mendaftarkan rencana pernikahan
Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak di Kantor
Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan
alasan anak Pemohon | dan Pemohon Il belum cukup batas usia minimal
untuk menikabh;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il benar-benar sudah siap untuk
menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu rumah tangga karena
sudah bisa memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah tangga
lainnya;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il berstatus perawan begitu pula
dengan calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il dan calon suaminya sudah saling
kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran
selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah bekerja di
Hotel, dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima

ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
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- Bahwa orang tua dari Calon suami Anak telah melamar anak Pemohon | dan
Pemohon Il Anak pada bulan Desember tahun 2021. dan Pemohon | dan
Pemohon Il menerima dan merestui lamaran tersebut;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut sedianya diadakan pada tanggal 9
Januari tahun 2022 ini, akan tetapi karena KUA menolak dan menyarankan
untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan, sehingga pernikahan
tersebut diundur menjadi tanggal 9 Februari 2022;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya adalah
orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya
yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa
keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan
calon suaminya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il siap untuk membimbing dan membantu
kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial
dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan anak yang
dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon | dan
Pemohon Il yang dimintakan dispensasi (Anak) tentang risiko perkawinan yang
akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu
kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam
menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak
yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis
bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga
sehingga kepada anak Pemohon | dan Pemohon |l disarankan untuk menunda
menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan
Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak
Pemohon | dan Pemohon Il yang dimintakan dispensasi kawin (Anak) tetap
pada pendiriannya untuk melangsungkan rencana pernikahanya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak yang dimintakan dispensasi kawin

yang bernama Anak memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saya kenal, Pemohon | dan Pemohon Il adalah Bapak dan Ibu
kandung saya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud mengajukan dispensasi
kawin karena saya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan
dengan calon suami saya yang bernama Calon suami Anak;

- Bahwa umur saya 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sedangkan umur
calon suami saya 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa saya sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2021
dan sekarang tidak melanjutkan kuliah;

- Bahwa saya sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjalin hubungan asmara
dengan calon suami saya;

- Bahwa saya dan calon suami saya sudah sering berkunjung dan pergi
bersama;

- Bahwa saya siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung
jawab bila sudah menikah;

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami saya sangat
mendesak untuk dilaksanakan karena jika kami tidak segera menikah
dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama
Islam karena kami sudah terlalu lama pacaran;

- Bahwa calon suami saya dan keluarganya sudah melamar saya pada bulan
Desember 2021, dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan
kami;

- Bahwa calon suami saya sudah bekerja di Hotel Arso II;

- Bahwa rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA, akan tetapi
ditolak karena saya belum cukup umur

- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta secara agama
tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa status saya adalah perawan begitu pula dengan calon suami saya
adalah jejaka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa saya dan calon suami saya beragama Islam;

- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan calon suami tidak ada

paksaan dari pihak lain;
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- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa
keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;

- Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon suami sudah
sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan calon suami anak
yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon suami Anak di
persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon
I dan Pemohon Il yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan
yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan
yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak
dalam menempuh waijib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi
anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial,
psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah
tangga sehingga kepada calon suami anak Pemohon | dan Pemohon I
disarankan untuk menunda pernikahanya hingga anak Pemohon | dan
Pemohon Il mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-
Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami
anak Pemohon | dan Pemohon Il tetap pada pendiriannya untuk melansungkan
rencana pernikahanya dengan anak Pemohon | dan Pemohon Il;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim calon suami anak yang dimintakan
dispensasi kawin yang bernama Calon suami Anak memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah Bapak dan Ibu kandung calon istri
saya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud meminta dispensasi kawin di
pengadilan, agar calon istri saya yang bernama Anak bisa menikah dengan
saya, karena calon istri saya belum cukup umur;

- Umur saya sekarang 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan calon istri saya
berumur berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

- Bahwa pernikahan saya dengan calon istri saya sudah sangat mendesak

untuk dilangsungkan, karena kami saling mencintai dan sudah siap untuk

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ars
Tanggal 21 Januari 2022
Halaman 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, jika ditunda khawatir terjerumus dalam perbuatan
yang dilarang agama Islam;

- Bahwa saya menjalin hubungan asmara dengan calon istri saya kurang lebih
sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan calon istri
saya;

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon istri sama sekali tidak ada
paksaan dari pihak manapun, keinginan menikah karena kami suka sama
suka dan sudah saling mencintai;

- Bahwa saya dan keluarga sudah melamar calon istri saya pada bulan
Desember 2021, dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan
kami;

- Bahwa rencana pernikahan saya dan calon istri saya sudah didaftarkan di
Kantor Urusan Agama Arso, akan tetapi ditolak karena usia calon istri saya
belum genap 19 tahun;

- Bahwa saya sudah bekerja di Hotel Arso Il dan mempunyai penghasilan
sendiri sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya sedangkan calon istri saya belum bekerja;

- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta
bertanggung jawab bila sudah menikah;

- Bahwa saya adalah perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan
lain sedangkan calon istri saya adalah perawan dan tidak terikat hubungan
dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saya dan calon istri saya beragama Islam;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa
keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;

- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan
kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai

seorang suami dan kepala rumah tangga;
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- Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon istri sudah sama-
sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan orang tua calon
suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (---);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak
Pemohon | dan Pemohon Il yang dimintakan dispensasi kawin (---) tentang
risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam
masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
keberlanjutan anak dalam menempuh waijib belajar 12 (dua belas) tahun,
dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak,
dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua calon suami anak
Pemohon | dan Pemohon Il disarankan untuk menunda menikahkan anaknya
hingga anak Pemohon | dan Pemohon |l mencapai batas usia menikah
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas)
tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon | dan Pemohon II (---)
tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa, didalam persidangan orang tua calon suami anak Pemohon | dan
Pemohon Il (---) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal, Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang tua calon istri
anak saya;

- Bahwa saya sudah mengenal anak Pemohon | dan Pemohon |l bernama
Anak;

- Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il datang ke Pengadilan untuk
meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak agar bisa menikah
dengan anak saya yang bernama Calon suami Anak;

- Bahwa umur anak Pemohon | dan Pemohon Il adalah 18 (delapan belas)
tahun 1 (satu) bulan sedangkan anak saya berumur 22 (dua puluh dua)
tahun;

- Bahwa alasan Pemohon | dan Pemohon Il ingin segera menikahkan anaknya
dengan anak saya meskipun belum cukup umur adalah karena anak

Pemohon | dan Pemohon Il dengan anak saya sudah menjalin hubungan
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asmara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hubungan mereka telah
sedemikian eratnya sehingga khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saya dan keluarga telah melamar anak Pemohon | dan Pemohon Il
yang bernama Anak pada bulan Desember 2022;

- Bahwa saya setuju dengan pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il
dengan anak saya;

- Bahwa tidak ada paksaan terkait rencana perkawinan anak saya dengan
anak Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
larangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian
kerabat semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;

- Bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus
perawan;

- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan dengan
rencana pernikahan anak kami dengan anak Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa anak saya serta anak Pemohon | dan Pemohon |l beragama Islam;

- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai
terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | atas nama Pemohon I, NIK. ---,
tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il atas nama Pemohon II, NIK. ---,
tertanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 23 Desember 1998,
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Arso, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon | Nomor ---, tertanggal 16
Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan
sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hari --- Nomor ---, tertanggal 12 Juni
2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon | dan Pemohon Il
(Anak) Nomor ---, tertanggal 5 Oktober 2007, diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon | dan Pemohon Il atas nama
Anak, NIK. ---, tertanggal 1 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor ---atas nama Anak,
tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Keerom, bermaterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan
dispensasi kawin atas nama Calon suami Anak, NIK. ---, tertanggal 9 Januari
2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya (bukti P.9);

10. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor ---tanggal 20
Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso
Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya (bukti P.10);

Bahwa, selain alat bukti berupa surat tersebut di atas Pemohon | dan
Pemohon Il juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing
bernama:

1. Saksi |, tempat tanggal lahir, Rembang, 21 November 1981, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di ---, Kabupaten
Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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Bahwa Saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena masih

keluaraga dekat dengan saksi yaitu sebagai saudara sepupu;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il ke Pengadilan Agama untuk
mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon | dan Pemohon Il
yang bernama Anak;

- Bahwa Saksi kenal calon suami anak Pemohon | dan Pemohon I
bernama Calon suami Anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan Dispensasi Kawin ke
Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak
Pemohon | dan Pemohon Il karena belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak segera menikahkan anaknya
dengan calon suaminya karena anak Pemohon | dan Pemohon Il dan
calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan sudah
sering saling mengunjungi dan keluar bareng, kalo tidak segera
dinikahkan takut terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama
Islam;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah lulus sekolah SMA pada
tahun 2021 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il berstatus perawan dan tidak
terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka
dan tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum
pernah menikah;

- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada ikatan
lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah
melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling
merestui;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah siap menjadi seorang istri
serta ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah siap untuk

menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan saya yakin
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nantinya mampu menafkahi istrinya karena sudah bekerja di Hotel dan
mempunyai penghasilan tiap bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya
tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian
sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan
antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il dan calon suaminya beragama
Islam;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap
pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya;

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing
anak Pemohon | dan Pemohon [l dengan calon suaminya agar bisa
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

2. Saksi Il SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena Saksi adalah
saudara sepupu Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il ke Pengadilan Agama untuk
mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon | dan Pemohon Il
yang bernama Anak;

- Bahwa Saksi kenal calon suami anak Pemohon | dan Pemohon I
bernama Calon suami Anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan Dispensasi Kawin ke
Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak
Pemohon | dan Pemohon Il karena belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak segera menikahkan anaknya
dengan calon suaminya karena anak Pemohon | dan Pemohon Il dan
calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu eratnya selama
kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus
kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam jika tidak segera
dinikahkan;
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- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah lulus sekolah SMA pada
tahun 2021 dan tidak melanjutkan kuliah;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il berstatus perawan dan tidak
terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka
dan tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum
pernah menikah;

- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada ikatan
lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;

- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah melamar dan telah
dibicarakan rencana pernikahan mereka;

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling
merestui;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi dan sangat
mendesak karena anak Pemohon | dan Pemohon Il dan calon suaminya
sudah terlalu lama berpacara dan takut akan terjerumus kedalam
perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah siap menjadi seorang istri
serta ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il sudah siap menjadi
seorang suami serta kepala rumah tangga, ia juga sudah bekerja di Hotel
dan mempunyai penghasilan setiap bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya
tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian
sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan
antara anak Pemohon | dan Pemohon |l dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il dan calon suaminya beragama
Islam;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap
pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya;

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing
anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon suaminya agar bisa

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;
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Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon
penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal
yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian

yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan dispensasi
kawin, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta
berdasarkan surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang mendalilkan
bahwa Pemohon | dan Pemohon |l beragama Islam, maka perkara ini termasuk
kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti P.1 dan P.2
Pemohon | dan Pemohon Il berdomisili di Distrik Arso Kabupaten Keerom yang
merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Karena itu, perkara ini
termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon | dan
Pemohon |l secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg
jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan ternyata
atas panggilan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang
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Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam
persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon | dan Pemohon Il
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu
tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon |l pada
pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak untuk
melangsungkan perkawinan dengan Calon suami Anak, dengan alasan
kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah
kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, disebabkan Anak pada
saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, Sementara itu,
pernikahan antara Anak dengan Calon suami Anak sangat mendesak untuk
dilaksanakan, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam
persidangan telah memberi nasihat kepada anak Pemohon | dan Pemohon I,
calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il dan orang tua calon suami anak
Pemohon | dan Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam
persidangan telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan
dispensasi kawin (Anak), calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin
(Calon suami Anak), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin
(Pemohon | dan Pemohon Il) dan orang tua calon suami anak yang dimintakan
dispensasi kawin (---) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2,
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P.3,P.4,P.5 P.6,P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon | dan Pemohon IlI) merupakan akta otentik,
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat
umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan
aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut
dinyatakan sah sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il adalah pihak in person dalam perkara a quo, serta
terbukti bahwa perkara a quo termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama
Arso. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan
mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen
serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti
surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang telah terikat dalam
perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen
serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti
surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan
bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il dan Anak terdapat ikatan
kekeluargaan. Pemohon | berkedudukan sebagai kepala keluarga (Bapak
kandung Anak), Pemohon Il berkedudukan sebagai istri (Ibu kandung Anak),

sedangkan Anak berkedudukan sebagai anak, sehingga Pemohon | dan
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Pemohon Il mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan
ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat
(bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen
serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti
surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan
bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Calon
suami Anak adalah anak kandung ---. Bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---)
dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ---) merupakan akta otentik,
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat
umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan
aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut
dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak
telah berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan yang berarti termasuk
katagori belum dewasa. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi ljazah Nomor ---) merupakan akta
otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan
pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai
dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut
dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak
telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi dan Rekayasa
Kabupaten Keerom. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
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serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P. 9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen
serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti
surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan
bahwa Calon suami Anak lahir di Jayapura, 21 Maret 1999 (umur 22 tahun),
agama lIslam adalah penduduk Kabupaten Keerom yang beralamat di Jalan
Swakarsa Arso Il, RT.001/RW.001, Kampung Yuwanain, Distrik Arso. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Pemberitahuan Penolakan Pernikahan
Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup
dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut
dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa
perkawinan Anak dengan Calon suami Anak ditolak karena Anak tidak
memenuhi persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).
Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara
Anak dengan Calon suami Anak telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Distrik Arso Kabupaten Keerom, karena belum memenuhi batas minimal umur
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai
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saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide:

Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan

telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1)

R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi

1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon I telah

memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Pemohon
| dan Pemohon Il mengenai dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Pemohon
| dan Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan
dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin,
orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon | dan
Pemohon II), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi
kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon II, maka
terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso Kabupaten
Jayapura, tanggal 23 Desember 1998;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai anak perempuan bernama Anak;

3. Bahwa Anak lahir di Jayapura, 5 Desember 2003. Pada saat ini ia berumur

18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
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4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud mengajukan permohonan
dispensasi untuk menikahkan Anak karena masih berumur di bawah batas
minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

5. Bahwa Anak telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi dan
Rekayasa Kabupaten Keerom;

6. Bahwa Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon suami
Anak;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il (Calon suami Anak)
lahir di Jayapura, 21 Maret 1999. Pada saat ini calon suami berumur 22
(dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa Anak dan Calon suami Anak sama-sama mengetahui dan
menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Calon suami Anak bekerja di Hotel Arso Il dan mempunyai
penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Anak berstatus perawan, sedangkan Calon suami Anak berstatus
perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

11. Bahwa alasan Anak dan Calon suami Anak hendak melangsungkan
perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin
hubungan asmara kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu;

12. Bahwa Anak dan Calon suami Anak ingin menikah atas kehendaknya
sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau
ekonomi;

13. Bahwa antara Anak dan Calon suami Anak tidak ada hubungan darah,
semenda dan sepersusuan, dan tidak ada larangan menikah;

14. Bahwa Anak dan Calon suami Anak sama-sama beragama Islam;

15. Bahwa kedua orang tua Anak dan orang tua Calon suami Anak merestui
dan menyetujui rencana perkawinan Anak dengan Calon suami Anak;

16. Bahwa kedua orang tua Anak dan orang tua Calon suami Anak siap
berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social
dan kesehatan Anak dan Calon suami Anak;

17. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak dan Calon suami

Anak ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom,
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karena Anak belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana
diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilsai
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam
kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di
antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan
kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai
sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak
kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International
Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-
laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk
keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang,
namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila
pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Ars
Tanggal 21 Januari 2022
Halaman 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s

15
% 4
-
W

Menimbang, bahwa ditetapkannya batas minimal usia perkawinan dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan
dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di
antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa
raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria
dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan
terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam permohonannya
mendalilkan, perkawinan antara Anak dan Calon suami Anak sangat mendesak
untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa mengenai usia Anak masih di bawah ketentuan
undang-undang, Pemohon | dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.6
(fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk).
Berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak berusia 18 (delapan
belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga terbukti bahwa Anak masih berada di
bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensai kawin harus memperhatikan
prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on
the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik

Indonesia melalui Keputusan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 1990 Tentang
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Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak
Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap
pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak (the best interest of the child), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat
dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon |
dan Pemohon I, memeriksa legal standing Pemohon | dan Pemohon I,
menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi
terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan
pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan
perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan
Pemohon | dan Pemohon Il, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau
wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya,
pendidikan, kesehatan, ekonomi, ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik,
seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut
bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan
anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu
persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon | dan
Pemohon I, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula
dengan legal standing Pemohon | dan Pemohon II, sebagai orang tua (Bapak
dan Ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon | dan
Pemohon Il memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan
anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat
mendesak bagi Anak dan Calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan

yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan asmara
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selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta Anak dan Calon
suami Anak sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana
perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar
paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan
antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.
Kemudian, perbedaan usia antara Anak dan Calon suami Anak tidak terlalu
jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
Selain itu, antara Anak dan Calon suami Anak tidak ada larangan pekawinan
menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda
dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan anak yang dimintakan
dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin,
orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon | dan
Pemohon Il) dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi
kawin, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak (anak
yang dimintakan dispensasi) dan Calon suami Anak (calon suami dari anak
yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka
mengetahui dan menyetujui rencara pernikahan tersebut, serta tidak ada
paksaan terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula
dengan Pemohon | dan Pemohon Il (orang tua dari anak yang dimintakan
dispensasi kawin) serta --- (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan
dispensasi kawin), mereka memberikan keterangan vyaitu merestui dan
menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah
matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara
sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.
Anak mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang
diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah
tangga, sedangkan Calon suami Anak mampu beradaptasi dengan lingkungan
kerja dan mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya
dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak telah lulus dari sekolah

setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu, dari aspek kesehatan,
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berdasarkan keterangan Anak dan Calon suami Anak, keduanya tidak
mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Calon suami Anak sebagai calon
kepala rumah tangga telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sekitar Rp.
3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan juga kedua
orang tua Anak dan orang tua Calon suami Anak dalam persidangan
menyampaikan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim
berpendapat, rencana perkawinan antara Anak dan Calon suami Anak dinilai
telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
the child);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT
dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat
An-Nuur ayat 32:

s 8158 14 &5 () il 5 alie o Guallially 2 alY1 1A
Ale fuly 2l 5 alliad e Sl
Terjemahanya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu
(vaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau
yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui’;
dan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

A Gy ol selll Kl gl o QLN Slaa U 0N 08
a5 A4 o Tl 4lled ity

Artinya: “Nabi SAW bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah,
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barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa
karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari gaidah
fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

13) a8 dalias 5 bauie e 13 i) cala (e (ol duliall )

Lo CadYT 23 Auliall cuad) 55 1305 Lhe 2T 438 Alliadl) cuas) 55

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan

maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka

maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika

ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang

dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqrir al-Qawa’id

wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa’id as-Sa’diyah him. 204, al-
Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, him. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dinilai terbukti karena telah
berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak
untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami Anak di Kantor Urusan
Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana tersebut dalam Amar
penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan.
Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon lI;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon | dan Pemohon II
bernama Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

bernama Calon suami Anak;
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum secara elektronik malalui e-Court atau e-litigasi pada hari Jumat
tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir
1443 Hijriah, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim
Tunggal, dengan dibantu oleh Andiman, S.H.| sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri Pemohon | dan Pemohon Il secara elektronik;

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya PNBP:
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon Il : Rp. 10.000,00

d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00
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